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LAPORAN HASIL PENGAWASAN

PADA PENGADILAN AGAMA JA TA BARAT

Tanggal 25 s.d 26 Juni 2020
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TIM HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH TERDIRI DARI :
1. Drs. H. ABU BAKAR, S.H., M.H., sebagai Ketua Tim;,
2. Dra. HJ. A. SALMIAH, S.H., M.H., sebagai Anggota;
3. MOHAMMAD KHOTIB,S.H., M.H., sebagai Sekreta
4. H. BANGBANG SRI PANCALA,S.H., Sp.l., M.H., sebag
5. ELVIRA AMEGIA, M.Kom., sebagai Anggota

6. HADI PUTRA, A.Md.. sebagai Anggota;

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Jalan Radin Intan II Nomer 3 Duren




BAB |
PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1.

Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/
2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku |
dan Buku Il (Edisi Revisi);

Buku IV Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Di Pengadilan
Secara Elektronik jo Keputusan Dirjen Badilag MARI Nomor 1294/
DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi
Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
Nomor: W9-A/946/PS.01/ SK/6/2020, tanggal 2 Juni 2020, tentang
Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah, dan Surat Tugas
Nomor W9-A/1113/KP.002/6/2020, tanggal 19 Juni 2020;

B. Ruang Lingkup Pengawasan
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5.

Bidang Manajemen Peradilan Dan Pelayanan Publik
Bidang Administrasi Perkara;

Bidang Administrasi Persidangan;

Bidang Administrasi Umum;

Bidang Keuangan dan Barang milik Negara

C. Tujuan Pengawasan

1.

Menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan benar;
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Meningkatkan kinerja pelayanan publik;

Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan;

Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan;

Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (persuratan,
kepegawaian dan perpustakaan;

Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran
dan barang milik Negara;

Untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan
dan ketepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan;
Memberikan masukan berupa temuan-temuan fakta permasalahan-
permasalahan yang terdapat di lapangan, memberikan pertimbangan
dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk
menindaklanjuti dan dalam mengambil keputusan;

. Metodologi Pengawasan.

1.

Memeriksa yang terkait dengan Manajemen Peradilan dan
Pelayanan publik;

Melakukan pemeriksaan teknis administratif berkas perkara terhadap
perkara-perkara yang telah diputus;

Memeriksa buku register yang masih diberlakukan secara manual,
seluruh buku jurnal, buku induk keuangan perkara, minutasi perkara,
keuangan perkara serta laporan perkara, Pengelolaan PNBP, dan
lain-lain, dengan cara mengamati apakah sudah dilaksanakan sesuai
dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan Buku Bindalmin
(Buku Il MARI Edisi Revisi Tahun 2013);

Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Di
Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Dirjen Badilag MARI
Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (terutama
pada Pasal 29, 30, 33 dan 36), sebagai dasar yang lebih
menguatkan arah pemeriksaan kepada administrasi elektronik dalam
hal ini SIPP;

Wawancara dengan beberapa pejabat dan staf yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas;

Memeriksa bidang Administrasi Umum,

Memeriksa SIPP



E. Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI

Jakarta Nomor W9-A/1113/KP.002/6/2020, tanggal 19 Juni 2020,
pengawasan di Pengadilan Agama Jakarta Barat dilaksanakan selama 2
hari, terhitung dari tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2020 oleh Hakim
Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah dengan dibantu oleh 3 orang
pendamping, data selengkapnya sebagai berikut:

1.

Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.
19560307 198403 1001
Pembina Utama(lV/e)
Anggota/Hakim Utama

Drs. Hj.A. Salmiah, S.H., M.H.
19560112.198802.2.001
Pembina Utama(lV/d)
Anggota/Hakim Utama Madya

Mohamad Khotib, S.H., M.H.
19691016 199403 1002
Pembina(lV/a)

Sekretaris /Panitera Pengganti

H.Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.I, M.H.
19660505 199403 1 006

Pembina (IV/a)

Anggota/Panitera Pengganti

Elvira Amega, M.Kom.

19811216 200904 2 002
Penata(lll/c)

Anggota/Kepala Sub Bag Keuangan
dan IT

Hadi Putra, A. Md.

19871028 201101 1 005
Penata Muda (lll/a)
Anggota/PelaksanaPengelola
Barang Milik Negara



BAB I
HASIL PENGAWASAN

A. MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK

. MANAJEMEN PERADILAN

1. Kondisi

Kriteria
Sebab
Akibatnya
Rekomendasi

2. Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibatnya

Rekomendasi

Dalam penyusunan Program Kerja telah
mengikutsertakan semua pejabat terkait seperti
Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan pejabat
lainnya.

Pelaksanaan tersebut ditunjuk sesuai aturan.
Mengikuti petunjuk.

Pelaksanaan akan menjadi baik dan terkontrol.
Selalu diawasi, dinilai dan dievaluir untuk mendapat
hasil yang maksimal dan dalam satu (1) bulan sekali

rapat koordinasi.

Program Kerja belum diadakan evaluasi.

Seharusnya Program Kerja di nilai dan dievaluasi,
untuk mengetahui sejauh mana Program Kerja dapat
dilaksanakan, apa saja yang belum dapat
dilaksanakan, apa kendalanya dan cara yang terbaik
untuk mengatasinya.

Belum memahami dan melaksanakan ketentuan
yang ada.

Program Kerja belum terukur tingkat keberhasilan
dan kegagalannya.

Pimpinan  hendaknya segera menindaklanjuti

program tersebut.



3.

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibatnya

Rekomendasi

Belum ditindaklanjuti temuan laporan dari Hawasbid
tentang tidak adanya Papan Bezeting Formasi yang
ditempatkan dan mudah dilihat, dibaca, oleh para
pegawai.

Peraturan Kemenpan Nomor 75 Tahun 2004 Tentang
Formasi Kepegawaian.

Bagian kepegawaian belum/kurang memperhatikan
dan mengawasi serta mengantisipasi permasalahan
yang terjadi.

Para pegawai tidak melihat dan menyaksikan data-
data lengkap kepegawaiannya.

Segera dibuatkan Papan Bezeting Formasi pegawai,
kemudian diletakkan di tempat yang mudah dilihat
dan dibaca oleh seluruh pegawai.

PELAYANAN PUBLIK

Kondisi

Kriteria

Sebab
Akibatnya

Rekomendasi

Kurang lengkap brosur informasi keberadaan
Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat.
Seharusnya seluruh persolalan yang berkaitan
dengan praktek dan prosedur beracara di
Pengadilan Agama Jakarta Barat dapat diketahui
oleh publik.

Tidak tersedia brosur yang seharusnya disediakan.
Tidak lengkapnya Informasi terkait dengan
Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Agar seluruh yang berkaitan dengan informasi
beracara di Pengadilan Agama Jakarta Barat
disediakan sehingga publik dengan mudah dapat

mengakses.



B. ADMINISTRASI PERKARA

. REGISTER PERMOHONAN BANDING

1. Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibatnya

Rekomendasi

2. Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibatnya

Register permohonan Eksekusi untuk tahun 2020
belum tersedia.

Seharusnya Register Permohonan Eksekusi untuk
tahun 2020 sudah ada walaupun sampai saat
pemeriksaan ini, belum ada yang mengajukan
permohonan Eksekusi.

Petugas di Register Permohonan Eksekusi kurang
respon/kurang cermat.

Sudah bulan Juni belum ada Buku Register
permohonan Eksekusi.

Agar segera di sediakan Register Permohonan

Eksekusi walaupun belum ada yang mendaftar.

E-Register Kasasi dan PK sudah berjalan. Namun
petugas yang menginput putusan kasasi mendapat
kendala untuk mengaplout putusan kasasi.

Semua kolom pada E-Register Kasasi dan PK, Apabila
perkara kasasi dan PK sudah selesai nampak sudah
terisi semua dalam SIPP.

Petugas hanya bisa menginput ke E-Register
Permohonan Kasasi hanya sampai Nomor dan tanggal
pengiriman kasasi ke MA. Sehingga kolom Tanggal
penerimaan kembali sampai dengan kolom tanggal
pemberitahuan dan keterangan tidak bisa diisi.

Dari Kolom Tanggal penerimaan kembali sampai
dengan kolom Tanggal pemberitahuan dan keterangan
kosong. Seolah-olah petugas E-Register Kasasi dan PK
tidak mengisi kolom tersebut.



Rekomendasi

. Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibatnya

Rekomendasi

. Kondisi

Kriteria
Sebab

Akibatnya

Rekomendasi

Agar pimpinan, ahli IT dan petugas E-Register Kasasi
dan PK berkoordinasi dengan ahli IT Mahkamah

Agung. Untuk memecahkan masalahnya.

Dalam pengisian buku register permohonan banding,
ada sebagian kecil yang belum terisi, dan ditemui dalam
buku register permohonan banding No. 2735/2018,
1219/2019, 2784/2018 dan 1270/2019 kolom-kolom
dalam register tersebut belum lengkap terisi.

Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014,, halaman
22-24.

Regiter permohonan banding ada yang belum terisi
kolom-kolomnya.

Penyelesaian perkara memakan waktu lama, ada yang
memakan waktu dua tahun lebih.

Majelis hakim harus melaksanakan tahap persidangan
sesuai hukum acara.

Majelis hakim harus bersikap tegas kepada para pihak.

Terdapat beberapa nomor arsip perkara tidak bisa
dibuka di SIPP diantaranya perkara nomor-nomor
3656/2019,  3323/2019, 2414/2019, 1561/2019,
1598/2019, 3738/2019, 1539/2019, 1556/2019 dan
1581/2019.

PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

Menurut petugas Arsip masih dalam rangka proses scan
dan penguploadan kedalam e-docs direktori putusan,
sedangkan secara fisik berkas sudah masuk kedalam
ruang arsip.

Data arsip perkara tidak terlihat.

Sesegera mungkin untuk menginput data arsip perkara

setelah diminutasi.



Il. IMPLEMENTASI SIPP
1. Aplikasi SIPP yang terpasang sudah SIPP versi terakhir yaitu sudah

3.3.0-1

2. Sinkronisasi terakhir dilakukan pada tanggal 25 Juni 2019;

3. Nama user atau pengguna belum sesuai dengan tupoksi karena

nama-nama jurusita belum ada di SIPP MA, akan tetapi dalam SIPP

local sudah ada, alasannya memang di SIPP MA belum ada akunnya.

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Kondisi

Kriteria

Sebab

Perkara Nomor 2414/Pdt.G/2019/PA JB.

BAS (Berita Acara Sidang) halaman 12 tidak ditanda
tangani oleh Ketua Majelis.

BAS (Berita Acara Sidang) halaman 25 tidak ditanda
tangani oleh Ketua Majelis.

BAS (Berita Acara Sidang) halaman 9 tidak ditanda
tangani oleh Panitera Pengganti.

Seharusnya Ketua Majelis bertanggung jawab atas
pembuatan dan penandatanganan Berita Acara
Sidang.

Berita Acara Sidang harus sudah selesai dan ditanda
tangani paling lambat sehari sebelum sidang
berikutnya.

Dasar Hukumnya:

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama (Buku Il Edisi Revisi Tahun 2014).
Pasal 187 HIR. jo Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Karena BAS (Berita Acara Sidang) merupakan Akta
Autentik jadi Panitera Pengganti yang mendampingi
Ketua Majelis Harus meneliti berkas perkara

sebelum diminutasi.



Akibatnya

Rekomendasi

2. Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibatnya

Rekomendasi

3. Kondisi

Akibatnya Berita Acara tersebut tidak autentik karena
ada BAS yang tidak ditandatangani baik oleh Panitera
Pengganti maupun Ketua Majelis.

Agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Penetapan Maijelis Hakim

Perubahan Majelis Hakim

Perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PA JB.

Pada alinia | Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat
telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor
54/Pdt.G/2020/PA JB tanggal ....

Alinia ke II Menimbang bahwa, oleh karena Ketua
Majelis yang telah ditetapkan tersebut (di isi dengan
alasan pergantian) maka perlu ditetapkan Majelis Hakim
baru yang susunannya sebagaimana tersebut di bawah
ini:

Alinia ke Ill Mengingat Pasal 11 ayat 1 dan (2) ...
(dasar hukumnya).

Penyempurnaan Formulir Adminisrasi Kepaniteraan.
Ditien BADILAG MARI Tahun 2018.

Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48
Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 93 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama.

Petugas pembuat PMH tidak mencermati dan hati-hati
dalam ketentuan dan petunjuk yang berlaku.
Perubahan Majelis hakim tidak sesuai dengan
ketentuan dan petunjuk yang berlaku.

Agar petugas pembuat PMH baru mengikuti ketentuan

dan petunjuk yang berlaku.

Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti Sidang lkrar



Kriteria

Talak.
Perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PA JB.
Untuk  praktisnya tugas Panitera Pengganti
ditempatkan pada alinia ke Il sebagaimana tersebut:
Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis
Hakim dalam melaksanakan sidang penyaksian ikrar
talak perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/
Panitera Pengganti (coret yang tidak perlu) bukan
pada kolom bawah setelah menunjuk
Panitera/Panitera Pengganti.

Contoh :

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti.

Panitera

Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti Sidang lkrar
Talak.
Untuk praktisnya tugas Jurusita/Jurusita Pengganti
ditempatkan pada alinia ke |l sebagaimana tersebut:
Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis
Hakim dalam memeriksa dan memutus serta
menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh
seorang Jurusita/Jurusita Pengganti (coret yang tidak
perlu) bukan pada kolom bawah setelah menunjuk
Jurusita/Jurusita Pengganti.
Contoh :

MENUNJUK

..... sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti

Panitera
Penyempurnaan Formulir Adminisrasi Kepaniteraan.
Ditien BADILAG MARI Tahun 2018.
Pasal 11 ayat 1 dan (3) Undang-Undang Nomor
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Sebab

Akibatnya

Rekomendasi

4. Kondisi

Kriteria

Sebab

Rekomendasi

5. Kondisi

48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo
Pasal 96 dan 97 Undang- Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama.

Penyempurnaan Formulir Adminisrasi Kepaniteraan.
Ditien BADILAG MARI Tahun 2018.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.

Petugas yang diberi tugas oleh Panitera untuk
membuat Formolir tersebut tidak mencermati atau
belum membaca.

Penyempurnaan Formulir Adminisrasi Kepaniteraan
dari Ditien BADILAG MARI Tahun 2018.

Sehingga formulir yang dibuat tersebut Tidak
memenuhi ketentuan dan petunjuk yang berlaku.

Agar mengikuti petunjuk yang berlaku.

Penetapan Hari Sidang.

Perkara Nomor 3323/Pdt.G/2019/PA JB.

Dasar Hukum yang ditulis ada 2 pasal yang dipakai
yaitu Pasal 121 HIR dan 145 Rbg.

Petugas yang diberi tugas oleh Panitera untuk
membuat Formulir tersebut tidak mencermati atau
belum membaca.

Penyempurnaan Formulir Adminisrasi Kepaniteraan
dari Ditien BADILAG MARI Tahun 2018.

Sehingga formulir yang dibuat tersebut tidak
memenuhi ketentuan dan petunjuk yang berlaku.

Agar mengikuti petunjuk yang berlaku.

Berita acara sidang.
Perkara Nomor 3323/Pdt.G/2019/PA JB.

Keterangan saksi pertama dan saksi kedua dalam
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Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

. Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibatnya

BAS redaksinya sama persis (akibat Copy paste).
Seharusnya keterangan saksi ditulis sesuai dengan
hasil pemeriksaan dalam persidangan (setiap Panitera
Pengganti membuat berita acara secara professional
dengan mengingat sumpah jabatan dan menghindari
berita acara dengan Copi Paste).

Buku Konvigurasi dan Dinamika Hukum Perdilan
Agama (PerkembanganTeori, Aturan dan Prakteknya).
Panitera Pengganti yang membuat Berita Acara
Sidang terkesan tidak mau pusing jadi hanya Copi
Paste dan ini merupakan teguran dari TUAKA MARI.
Menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku.

Agar bekerja sesuai aturan dan ketentuan yang
berlaku.

Perkara Nomor 3656/Pdt.G/2019/PA JB

Halaman 17 BAS (Berita Acara Sidang) jawaban,
replik dan duplik tertulis menyatu dalam BAS namun
pembukaan dan penutupan dari jawaban, replik dan
duplik tersebut tidak diberi Z cross serta disisi kirinya
tidak ditulis SC Z dan tidak diparaf.

Seharusnya pembukaan dan penutupan dari jawaban
replik dan duplik tersebut diberi Z Cross serta disisi
kirinya ditulis SC Z dan diparaf.

Buku Konvigurasi dan Dinamika Hukum Perdilan
Agama (PerkembanganTeori, Aturan dan
Prakteknya).

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Peradilan Agama) Buku Il Edisi Revisi Tahun 2014.
BAS (berita Acara Sidang ) kurang hati-hati dalam
membuat berita acara sidang.

BAS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan

petujuk yang berlaku.
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Rekomendasi Agar bekerja sesuai aturan dan ketentuan yang
berlaku.

7. Kondisi Penetapan Hari Sidang Isbat Nikah
Perkara Nomor 1538/Pdt.G/2019/PA JB
281/Pdt.G/2020/PA JB
Sebelum ditetapkan Penetapan Hari Sidang isbat
Nikah yang dilakukan terlebih dahulu adalah
Penetapan Perintah Pengumuman Isbat Nikah
Didalam Konsideran MENETAPKAN
perlu di jelaskan :
Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti (coret
yang tidak perlu) PA ... untuk mengumumkan dengan
menempelkan surat permohonan isbat nikah pada
papan pengumuman Penadilan Agama ... pada
kedua Nomor perkara tersebut yang dijadikan sampel
tidak dicantumkan tenggan waktu pengumuman
tersebut.

Kriteria Seharusnya ditambah dengan tenggan waktu selama
14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
diumumkan pada media massa cetak atau elektronik
atau sekurang-kurangnya dimumkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Barat.
Kemudian PHS nya.

(Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Peradilan Agama) Buku Il Edisi Revisi Tahun 2014.
Penyempurnaan Formulir Adminisrasi Kepaniteraan.
Ditien BADILAG MARI Tahun 2018.

Sebab Petugas yang membuat PHS Isbat Nikah harus hati-
hati dan mencermati aturan Hukum yang terkait.

Akibatnya Menyalahi Buku Il Edisi Revisi tahun 2014 (Buku
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi

Peradilan Agama.
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Rekomendasi

Agar tetap berpedoman pada Buku Il dan petunjuk
yang berlaku.

D. ADMINISTRASI UMUM

A. KEPEGAWAIAN :

1. Buku Kendali

Kondisi
Kriteria

Sebab
Akibat

Rekomendasi

Buku kendali diklat tidak ada.

Seharusnya buku kendali diklat dilengkapi agar dapat
memonitor siapa saja yang belum diikutsertakan diklat.
Tidak ketemu buku kendali diklatnya.

Sulit mengetahui pegawai yang belum diikutkan diklat
yang sesuai dengan kompetensi bidang tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian kepegawaian segera membuat buku kendali
diklat.

2. Job description/uraian tugas

Kondisi

Kriteria

Sebab
Akibat

Rekomendasi

Job description/uraian tugas seluruh pegawai tidak
dibubuhi tanda tangan Ketua.

Seharusnya job description/uraian tugas dibubuhi
tanda tangan Ketua.

Tidak tahu bahwa harus ditanda tangani oleh Ketua.
Ketua tidak mengetahui Job description/uraian tugas
seluruh pegawai.

Bagian kepegawaian segera melengkapinya.
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3. Surat Keputusan Penanggung jawab dan petugas daftar hadir

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

4. Mutasi Hakim

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

Surat Keputusan Penanggung jawab dan petugas
daftar hadir tidak diperbaharui.

Seharusnya Surat Keputusan Penanggung jawab dan
petugas daftar hadir dibuatkan yang terbaru sesuai
dengan pejabat yang sekarang.

Belum dikerjakan karena lupa.

Tidak ada penanggung jawab terkait presensi seluruh
pegawai.

Segera dibuatkan Surat Keputusan Penanggung
jawab dan petugas daftar hadir yang disesuaikan

dengan pejabat dan petugas yang sekarang.

Ada hakim yang bernama Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I
(Hakim PA Purworejo) yang belum dilantik menjadi
hakim di PA Jakarta Barat.

Seharusnya sudah dilantik karena SK mutasi dari
Badilag Nomor 93/KMA/SK/III/2020 tertanggal 23
Maret 2020.

Hakim yang akan mutase masih menyelesaikan tugas
disatuan kerja lama.

Terjadi kekurangan dalam kelengkapan data SIKEP
dan ABS terkait SPP dan SPMT yang bersangkutan
dan karena yang bersangkutan juga naik pangkat
Oktober 2020.

Hakim yang masuk segera dilantik .

5. Penilaian ABS (Aplikasi Backup Sikep) Badilag
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Kondisi

Kriteria

Sebab
Akibat

Rekomendasi

Penilaian ABS (Aplikasi Backup Sikep) Badilag belum
100 % (Nilai SIMPEG 59.939% dan E-DOC 39.25).
Seharusnya penilaian SIMPEG 60% dan E-DOC 40%
sesuai dengan Surat Dirjen Badilag Nomor
2052/DJA.2/HM.06.3/6/2020.

Tidak tahu cara memperbaikinya.

Penilaian ABS PA Jakarta Barat oleh Badilag tercatat
belum 100%.

Segera lengkapi data yang belum 100%.

B. PERENCANAAN
Sosialisasi Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Barat

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Belum dilakukan sosialisasi visi dan misi Pengadilan
Agama Jakarta Barat.

Seharusnya sosialisasi visi dan misi dilakukan secara
berkesinambungan oleh Pimpinan Pengadilan.

Belum dilaksanakan karena padatnya tugas pokok dan
fungsi.

Penerapan visi dan misi tidak berjalan maksimal.

Rekomendasi Segera dilakukan sosialisasi visi dan misi.

C. KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

1. Daftar Barang Ruangan (DBR)

Kondisi

Kriteria

Sebab
Akibat

Rekomendasi

Daftar Barang Ruangan (DBR) Belum sesuai.

PP Nomor 27 Tahun 2014, PMK Nomor 120 tahun
2007.

Petugas Belum menginput Pengadaan tahun 2020
Belum menjukan Daftar Barang Ruangan sebenarnya.
Supaya segera di Update Daftar Barang Ruangan di

sesuaikan denga nisi ruangan sebenarnya.
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2. Penetapan Status Penggunaan (PSP)

Kondisi

Kriteria
Sebab
Akibat

Rekomendasi

3. Pengadaan

Kondisi

Kriteria
Sebab

Akibat

Rekomendasi

PSP tahun 2015 dan 2017 tidak ada Arsipnya SK PSP.
PSP tahun 2018 Belum ada SK PSP.
PSP tahun 2019 dan 2020 Belum Belum diajukan.

PMK Nomor 181/PMK.06/2016

Petugas belum mengajukan Permohonan psp

Barang Inventaris Belum ada SK Penetapan Status
Penggunaan.

Segera Mengajukan penetapan Status Penggunaan
menggunakan Aplikasi SIMAN menu Pengelolaan.

Hasil Pengadaan Alat pengelola Data belum di input
dalam Aplikasi Simak BMN.

PMK NO. 120/PMK.06/2007.

Penagadaan baru selesai dan belum di input petugas
kedalam Aplikasi SIMAK BMN

Hasil pengadaan belum tercatat dalam simak BMN.
Segera Di catat dalam Aplikasi SIMAK BMN.
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BAB Il
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim Pemeriksa dari Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta sebagaimana telah diuraikan pada bab Il, dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1.

Dalam Menejemen Peradilan terdapat temuan antara lain Program
kerja yang belum dievaluasi, belum ada tindaklanjut laporan hasil
pengawasan Hawasbid untuk pembuatan Papan Bezeting Formasi
Pegawai.

Dalam pelayanan publik terdapat temuan antara lain : Belum
tersedianya brosur informasi keberadaan Kantor Pengadilan Agama
Jakarta Barat petunjuk praktek dan prosedur beracara di Pengadilan
Agama Jakarta Barat.

Dalam administrasi perkara terdapat temuan antara lain, belum adanya
Register Permohonan Eksekusi tahun 2020, walaupun sampai pada
saat tim pengawas Hatiwasda turun pada bulan Juni belum ada yang
mengajukan permohonan eksekusi, dalam E-Register permohonan
Banding, Kasasi, dan PK ada beberapa kolom yang belum terisi,
meskipun pengisian kewenangan IT Mahkamah Agung. Pada hal
berkas perkara kasasi sudah putus dan berkas sudah dikirim ke
Pengadilan Agama Pengaju.

Dalam administrasi persidangan terdapat temuan antara lain, adanya
berita acara yang belum ditandatangani oleh Panitera Pengganti dan
Ketua Majelis, adanya kopi paste antara pertanyaan dan jawaban saksi
yang berbeda, Adanya petugas yang diberi tugas oleh Panitera untuk
membuat formulir penunjukkan Penitera Pengganti yang kurang
cermat. Sehingga Formulir penunjukkan tersebut tidak sesuai dengan

aturan yang berlaku.(Badilag).

Dalam administrasi umum terdapat temuan antara lain, Buku kendali
diklat tidak ada, Job description yang belum rapi, SK penanggung
jawab belum diperbaharui, adanya mutasi hakim yang belum dilantik,
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B.

Aplikasi Bac up Sikep Badilag belum 100%, serta belum dilakukan
sosialisasi visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Administrasi keuangan umum terdapat temuan antara lain: adanya
Daftar Barang Ruangan yang belum sesuai, adanya PSP yang tidak
ada arsipnya SK PSP, kemudian PSP tahun 2019 dan 2020 belum
diajukan.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas direkomendasikan hal-hal

sebagai berikut :

1.

Manajemen Peradilan, Program kerja supaya segera dievaluasi untuk
mengetahui kendala-kendalanya dan kekurangannya, agar segera
tindaklanjuti membuat papan bezeting formasi pegawai, sehingga setiap

pegawai jelas posisi dan jabatan masing-masing.

Dalam pelayanan Publik supaya diperhatikan dan selalu di cek keberadaan
brosur/katalok sebab masyarakat pencari keadilan silih berganti baik yang
berperkara maupun yang akan mencari informasi mengenai Pengadilan

Agama Jakarta Barat.

Terhadap Administrasi Perkara agar segera disiapkan buku register
eksekusi untuk tahun 2020, apabila ada pihak yang ingin mengajukan
permohonan eksekusi sudah siap untuk catat dalam register, untuk E-
Register permohonan Banding, Kasasi dan PK yang kolomnya masih pada
kosong, Karena pengisian kolom-kolom kewenangan IT di Mahkamah
Agung, padahal perkaranya sudah selesai tetapi kolom belum di isi. Agar
pimpinan serta pejabat yang berwenang berkoordinasi dengan ahli IT
Mahkamah Agung untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Terhadap Administrasi Persidangan, agar Ketua Majelis sebelum tanda
tangan putusan atau berita acara sidang dibaca dahulu dengan teliti
kebenarannya, begitu juga Penitera Pengganti sebelum tanda tangan
berita acara atau putusan diteliti dahulu dengan cermat supaya yang di kopi
paste benar. Kemudian petugas yang di tunjuk untk membuat Surat

penunjukkan baik untuk penunjukkan majelis, atau penunjukan panitera
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pengganti perlu ketelitian dan kecermatan untuk menghindari kesalahan

ulang.

Pada Administrasi umum, agar segera disiapkan buku kendali diklat, SK
penanggung jawab segera diperbaharui, job description segera di
rapikan, kemudian hakim mutasi segera dilantik, untuk menambah
percepatan penyelesaian perkara, kemudian Aplikasi bac up Sikep
segera disempurnakan, dan segera dilakukan sosialisasi visi dan misi

Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Dalam administrasi keuangan umum, segera disesuaikan daftar barang
ruangan, segera dibuat arsip PSP (Penetapan Status Pengguganaan)

dan segera mengajukan permohonan psp tahun 2019 dan tahun 2020

Pada Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) agar
semua user name (pengguna) yang bertanggung jawab terhadap aplikasi
SIPP, melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan
memasukkan data secepatnya, dan SIPP agar selalu update dan bisa di
lihat oleh masyarakat pencari keadilan dalam mempeproleh informasi

yang dibutuhkan.
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BAB IV
PENUTUP

Demikian hasil pembinaan dan pengawasan oleh Tim Hatibinwasda
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, untuk dapat ditindaklanjuti oleh Ketua
Pengadilan Agama Jakarta Barat dan hasilnya segera disampaikan kepada
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Jakarta, 26 Juni 2020
Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

1. Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. 1.

Ketua

2. Drs. Hj.A. Salmiah, S.H., M.H ﬂ«f-ﬁ
Anggota

3. Mohamad Khotib, S.H., M.H. 3. @Q»__

Sekretaris

4. H.Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.l, M.H. 4.
Anggota

5. Elvira Amega, M.Kom. 5
Anggota

6. Hadi Putra, A. Md / 6.
Anggota
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Perintah Tugas

Berita Acara Pemeriksaan dan Penutupan Kas Keuangan Perkara
Berita Acara Pemeriksaan dan Penutupan Kas Keuangan Umum
Daftar perkara yang belum putus lebih dari 5 bulan.

Dokumentasi ruang pelayanan public.

Dokumen Penetapan penundaan sidang akibat Pandemi
Corona/Covid 19 .
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